UPAYA PENGADILAN AGAMA MENGATASI PROBLEMATIKA PERCERAIAN DI INDONESIA
OLEH: Dr.H. DZANURUSYAMSI, M.H.
Pendahuluan
Perkawinan merupakan ikatan lahir-batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia. Dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yanng bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[footnoteRef:2] Senada pula dengan bunyi Pasal 3 KHI bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[footnoteRef:3] Namun, untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tersebut tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Sebuah perkawinan tidak selamanya akan baik-baik saja, manakala ikatan cinta suci itu sudah terurai dan tidak bisa dipertahankan lagi. Karena itu, perceraian adalah jalan yang kerap diambil suami atau istri untuk menyelesaikan permasalahannya. [2:  Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1]  [3:  Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 3] 

Berbicara tentang perceraian, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi.  Hal ini terbukti dengan data-data yang tercatat di pengadilan Agama dan Pengadilan negeri.  Menurut data Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI pada tahun 2010, dari 2 juta orang nikah setiap tahun se-Indonesia, maka ada 285.184 perkara yang berakhir dengan percerain per tahun se-Indonesia. Dengan kata lain lebih tingkat perceraian hasil perkawinan di Indonesia setiap tahunnya mencapai angka 10 persen lebih. Hasil penelitian Mark Cammack, guru besar dari Southwestern School of Law-Los Angeles, USA, mengemukakan, pada tahun 1950-an angka perceraian di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tergolong yang paling tinggi di dunia. Pada dekade itu, dari 100 perkawinan, 50 di antaranya berakhir dengan perceraian. Pada tahun 2009 perceraian mencapai 250 ribu. Tampak terjadi kenaikan dibanding tahun 2008 yang berada dalam kisaran 200 ribu kasus. Ironisnya, 70% perceraian diajukan oleh pihak istri atau cerai gugat.[footnoteRef:4] Melihat kecenderungan di atas, dapat dilihat bahwa tren perceraian di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. [4:  Dikumpul kan dari beberapa sumber: Kompas.com, detik.com, vivanews.com, Suara Karya, dan Antara.] 

Untuk tingkat provinsi di tahun 2011, Jawa Timur masih menempati urutan pertama di bandingkan dengan provinsi lain. Kalau tingkat kabupaten, Indramayu menempati urutan pertama dan Banyuwangi yang kedua Dari data yang dikumpulkan PKS, pada tahun 2009 angka perceraian di seluruh daerah di Jawa Timur sebanyak 92.729 kasus. Dari jumlah tersebut, kabupaten atau kota yang masuk 5 besar angka perceraian yang tinggi yakni di Kabupaten Banyuwangi menempati urutan pertama sebanyak 6.784 kasus, disusul Kabupaten Malang sebanyak 6.716 kasus, Kabupaten Jember 6.054 kasus dan Surabaya menempati urutan keempat dengan jumlah pasangan suami istri (pasutri) yang cerai sebanyak 5.253. Sedangkan Kabupaten Blitar sebanyak 4.416 kasus. Dari 250 warga Surabaya yang bercerai setiap harinya, rangking tertinggi ternyata didominasi kaum guru.[footnoteRef:5] Data ini terungkap saat Walikota Surabaya Bambang DH memberi pembekalan terhadap CPNS guru. [5:  Ibid.] 

Mengenai hal itu, data terbaru 2015 di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan angka yang mengejutkan. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah mencatat banyak Pengawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajuan perceraian. Kasus perceraian yang melibatkan PNS di Jateng dari tahun 2015, tercatat 1940 kasus perceraian masuk khusus PNS dari berbagi golongan. Jumlah ini terdiri dari 1.485 kasus ditambah perkara di tahun sebelumnya 2014 sebanyak 455 kasus. Dari jumlah itu sebanyak 1.162 kasus berhasil diputus Pengadilan Agama (PA). Sejumlah kasus berupa cerai talak 234 dan cerai gugat 884 kasus. Sedangkan lima kota terbesar yang terdapat kasus PNS cerai adalah Kota Semarang (138 kasus), Purwokerto (84 kasus), Klaten (82 kasus), Pemalang (62 kasus), dan Slawi (55 kasus).[footnoteRef:6] [6:   Koran Wawasan, 19 Maret 2015, hlm. 1 dan 7] 

Sedangkan secara umum, data yang dirilis Panitera Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Tengah menyebutkan  selama setahun terakhir yakni tahun 2015, kasus perceraian di jateng mencapai 77.266 kasus yang masuk di PTA Jateng. Terdiri dari 23.014 kasus cerai talak,  54.254 kasus gugat cerai, dan sebanyak 71.888 berhasil diputus oleh Pengadilan Agama di masing-masing daerah di Jawa Tengah.[footnoteRef:7] [7:  Koran Wawasan, 1 Maret 2016, hlm 1 dan 7] 

Alasan Terjadinya Perceraian dan Upaya Penyelesaiannya
Ada beberapa faktor yang menyebabkan perceraian di Indonesia, antara lain mulai akibat perselingkuhan, ketidakharmonisan, sampai karena persoalan ekonomi. Faktor ekonomi merupakan penyebab terbanyak dan yang unik adalah 70 % yang mengajukan cerai adalah istri, dengan alasan suami tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dengan kata lain, itu, perceraian dipengaruhi oleh beberapa faktor yang termuat dari dalam item di antaranya akibat krisis akhlak, izin poligami tidak sehat, cemburu, kekejaman jasmani, cacat biologis/badan, ada pihak ketiga (perselingkuhan), terjadi pertengkaran terus menerus, akibat meninggalkan kewajiban, terjerat kasus hukum, kawin di bawah umur, dan sebagainya.
Dari beberapa faktor di atas, terdapat satu persoalan yang akhirnya menimbulkan persoalan baru, yaitu alasan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terus menerus (broken marriage) atau disebut syiqaq. Pada dasarnya, tidak ada masalah tentang alasan cerai berdasarkan broken marriage, malahan alasan ini sudah lumrah dalam setiap pertimbangan majlis hakim dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama. Persoalan ini baru mencuat ketika putusan Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan menolak permohonan pengujian penjelasan Pasal 39 ayat 92) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan mantan istri Bambang Trihadmodjo, Halimah Agustina. Akan tetapi, putusan majelis ini diambil tidak dengan suara bulat, karena Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda). Ia berkesimpulan, dasar permohonan pemohon beralasan hukum dan seharusnya MK mengabulkan permohonan ini, karena dampaknya justru akan mempermudah perceraian seperti yang dialami pemohon.[footnoteRef:8] [8:  Dr. H. Amran Suadi, Perkembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Majalah Varia Keadilan No. 359. Oktober 2015, hlm. 71.] 

Permohonan ini adalah buntut dari perceraian Bambang Trihajmodjo dan Halimah pada tahun 2007 lalu. Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah mengabulkan gugatan cerai talak bambang kepada halimah dengan alasan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Meski gugatan cerai talak sempat dinyatakan ditolak di tingkat banding dan kasasi, tetapi di tingkat peninjauan kembali (PK) gugatan cerai talak ini kembali dikabulkan dengan alasan yang sama. Saat menggugat cerai, Bambang telah tinggal bersama dengan istri barunya artis Mayangsari yang dituding sebagai penyebab pertengkaran. Sementara, Halimah mengaku telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya.
Frasa “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seharusnya tidak digunakan sebagai alasan jatuhnya talak (perceraian). Sebab, jika frasa itu dipertahankan tanpa ada penjelasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu akan membuka peluang jatuhnya talak. Demikian disampaikan Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid saat memberi keterangan sebagai ahli dalam sidang lanjutan pengujian Pasal 39 ayat (2) huruf f UU Perkawinan yang dimohonkan Halimah Agustina.
Sebagaimana diketahui, dalam permohonannya, Halimah menilai penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU Perkawinan merugikan hak konstitusionalnya karena tidak mencantumkan hal-hal yang menjadi penyebab perselisihan/pertengkaran itu terjadi. Hal ini menyebabkan pihak istri kerap merasa dirugikan dalam hal penyebab terjadi pertengkaran itu adalah suami. Misalnya, suaminya menjalin hubungan gelap dengan perempuan lain seraya meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga pastinya pertengkaran dengan istri yang sah tidak terhindarkan. Karena itu, pemohon meminta agar Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) sepanjang frasa “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” dibatalkan/dihapus karena bertentangan dengan UUD 1945.
Namun demikian, broken marriage tetap menjadi alasan perceraian di pengadilan Agama. Di Jawa Tengah, kasus perceraian dengan alasan tersebut yang masuk di PTA Jateng pada 2015 lalu terdapat 21.516 kasus.[footnoteRef:9] Para hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga dengan azzawwaj al-maksurah atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cluelty), akan tetapi  termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekeran fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental, maka sudah dianggap terjadi broken marriage.[footnoteRef:10] [9:  Koran Wawasan, 1 Maret 2016, hlm 1 dan 7]  [10:  Ibid., hlm 73] 

Solusi Pascaperceraian
Ketika seorang istri dan suami resmi bercerai, maka harus menyelesaikan persoalan yang masih ditinggalkan. Tidak serta merta pernikahan “selesai”, kemudian semua urusan selesai. Apalagi jika perkara perceraiannya dilatarbelakangi konflik dengan intensitas tinggi, dengan berbagai faktor, tentu semua persoalan yang tersisa dalam rumah tangga sebelum bercerai harus diselesaikan juga. Dalam buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Prof. Dr. Amir Syarifuddin dikatakan bahwa bila suatu ikatan perkawinan putus, maka ada hukum yang berlaku sesudahnya yaitu:
1. Hubungan antara keduanya berlaku seperti antara dua orang yang saling asing. Putusnya perkawinan mengembalikan status halal yang tadinya didapat dari perkawinan melalui akad nikah menjadikan kembali pada status semula yaitu haram, tidak boleh berpandangan, bersentuhan, apalagi melakukan hubungan suami istri yang sebutannya menjadi perbuatan zina.
2. Adanya suatu keharusan bagi suami memberi mut’ah kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu konpensasi. Namun dalam kewajiban memberi mut’ah ini di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Sedangkan Jumhur ulama berpendapat bahwa mut’ah itu hanya wajib diberikan oleh suami yang menghendaki perceraian, seperti talak. Mungkin inilah yang mendasari pemberlakuan keharusan pemberian mut’ah bagi suami yang akan menceraikan istri, yang berlaku dalam hukum perkawinan di Indonesia, yang tertuang dalam KHI Pasal 158 huruf a dan b sementara hanya sunnah saja bagi suami memberi mut’ah apabila tidak memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 158 tersebut.
3. Melunasi utang yang yang wajib dibayarnya dan belum dibayar ketika sedang dalam ikatan perkawinan, berupa maskawin atau nafakah.
4. Adanya iddah yang berlaku atas istri yang diceraikan, yang menjalani masa iddah itu adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, baik cerai hidup ataupun cerai akibat ditinggalkan mati oleh suaminya, sedang dalam keadaan mengandung (hamil) ataupun tidak wajib menjalani masa iddah.
5. Adanya akibat hukum bagi pemeliharaan anak atau hadlanah.
Oleh sebab itu, beberapa hal di atas harus diimplementasikan dalam kehidupan hukum perdata di Indonesia. Setidaknya, berikut yang harus diperhatikan. Pertama, Bila terjadi perceraian atas inisiatif suami, maka bekas istri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suami selama masa iddah. Hal tersebut tercantum dalam pasal 149 KHI huruf (b). Dalam pasal 151 KHI disebutkan bahwa bahwa bekas istri yang sedang dalam masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain, maka konsekeunsi logis dari kewajiban bekas suami adalah wajib memenuhi nafkah lahir, sebagai hak yang harus didapatkan akibat kewajibannya tersebut, kecuali istri berlaku nusyuz, maka tak ada hak nafkah iddah baginya.
Kedua, memperhatikan harta bersama. Dalam khazanah Fiqh Islam, istilah harta bersama memang pada dasarnya tidak populer, sehingga tidak ada pembahasan khusus dalam fiqh. Namun di Indonesia harta sejenis ini memang dikenal dan ada di hampir semua daerah, sehingga lahirlah berbagai istilah yang ada di masyarakat. Orang Jawa mengenalnya dengan seburtan “gono-gini”, di Sunda “guna-kaya atau tumpang kaya”, di Madura dikenal dengan sebutan “ghuna –ghana”, dan lain sebagainya. Mungkin atas dasar keadaan adat di Indonesia seperti inilah sehingga dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinann Pasal 35, 36 dan 37 serta tercantum pula dalam KHI mulai dari Pasal 85 sampai Pasal 97. Berdasarkan kenyataan bahwa banyak suami istri yang sama-sama membanting tulang dalam upaya memenuhi kebutuhan nafkah keluarga sehari-hari, dan fenomena kekinian yang justru banyak istri yang mendapat penghasilan lebih banyak daripada suami. Saat ini peraturan mengenai harta bersama ini masih berlaku pembagian sama yang didapat oleh istri maupun suami dengan tanpa melihat apakah dan siapakah yang paling banyak menghasilkan income selama berumah tangga. Oleh sebab itu, adanya RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan sangat ditunggu-tunggu untuk diundangkan, sehingga dapat melahirkan aturan yang berkeadilan gender. Dalam pembagian harta bersama ini mungkin diharapka lebih pada prinsip keadilan dan perlunya kesadaran dari kedua belah pihak agar tidak terjadi kezaliman yang berawal dari pelanggaran hak.
Ketiga, memperhatikan hadlanah. Dalam istilah Fiqh, hadlanah ini disebut juga dengan kafalah yang pengertiannya sama yaitu “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Seorang istri yang bercerai dengan suaminya juga mempunyai hak atas pengasuhan anak yang belum mumayiz, kecuali ditentukan lain oleh UU yang membatalkan haknya tersebut. Hak istri atas hadlanah ini termasuk persoalan yang sensitif, karena maraknya kasus seorang istri yang dicerai oleh suaminya sangat alot dalam mempertahankan dan memperjuangkan keinginanya untuk memelihara anaknya yang masih belum mumayiz, yang oleh suaminya dipertahankan pula. dengan tanpa melihat kepentingan si anak yang masih sangat membutuhkan dekapan kasih sayang seorang ibu, karena masih menyusu, misalnya.
Penutup
Meski hukum perdata Islam, terutama mengenai hokum pernikahan dan perceraian berkembang secara dinamis, namun masih diperlukan penjelasan-penjelasan atau pengembangan-pengembangan terkait dengan upaya mempertahankan perkawinan sampai kepada pemenuhan hak dan kewajiban pascaperceraian. Oleh sebab itu, untuk menjamin keadilan dan melindungi hak warga Negara yang dalam konteks pascapercerian, termasuk kemungkinan memberikan sanksi kepada pihak yang bersalah, diperlukan regulasi yang detail dan berkeadilan, agar pengadilan memiliki payung hukum yang jelas dalam memutuskan suatu perkara. Lahirnya RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang di dalamnya terdapat, perihal pengaturan pascaperceraian, menjadi oase di tengah kehausan akan aturan yang jelas dan berkeadilan. Wallahu a’lam bi al-shawaab.
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